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Abstrak

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting penghasil minyak, baik itu untuk kepentingan konsumsi, minyak
industri maupun bahan bakar nabati (biodiesel) dan turunan lainnya. Kelapa sawit memberikan pengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu komoditas ekspor pertanian terbesar Indonesia, dan Riau merupakan
Provinsi terluas perkebunan sawit di Indonesia, kelapa sawit telah berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat Riau. Perkembangan kelapa sawit mengalami kemajuan pesat di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain kondisi geografis wilayah Riau yang sangat menguntungkan, tingginya permintaan terhadap produk
turunan kelapa sawit, adanya jaminan pasar bagi petani kelapa sawit, dan tingginya pendapatan yang diperoleh dibandingkan
tanaman perkebunan lainnya. Jenis penelitian ini dengan menggunakan mix methode yakni kuantitatif dan kualitatif dengan
Teknik pengumpulan data kuisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Teknik Analisa data menggunakan

Nvivo dan SEM.

Kata kunci : Nilai Publik, Kebijakan Layanan Sertifikasi Benih, Kelapa Sawit.

1. Pendahuluan

Keseluruhan perusahaan sumber benih diatas
didalam melakukan penjualan benih kelapa
sawitnya berkewajiban untuk terlebih dahulu
melakukan  proses  permohonan  sertifikasi
kecambah kepada UPT. Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sesuai
dengan peraturan Keputusuan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 26/Kpts/KB.020/05/2
021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi,
Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa
Sawit (Elaeis guineensis Jacq) ketujuh sumber
benih  diatas, seluruhnya wajib  melakukan
permohonan proses sertifikasi terhadap kecambah
atau benih kelapa sawit yang akan diedarkan
kepada petani, kelompok tani, koperasi, perusahaan
dan penangkaran kepada UPT. Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Permohonan dilakukan oleh sumber benih kelapa
sawit sesuai jumlah surat pembelian kecambah atau
benih kelapa sawit yang masuk.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2020
tentang pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis
pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau. UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang Kepala Dinas dibidang Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan. Penyelenggaraan,
perencanaan dan pelaksanaan tugas pada subbagian
tata usaha, seksi pengawasan dan peredaran, dan
seksi pengujian mutu dan sertifikasi benih. UPT
Pengawasan dan  Sertifikasi Benih  Dinas
Perkebunan Provinsi Riau memiliki tugas pokok
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dan fungsi didalam proses sertifikasi benih
kecambah kelapa sawit pada Sumber Benih Kelapa
Sawit di Provinsi Riau.

Secara keseluruhan, kebijakan layanan sertifikasi
benih  kelapa sawit sangat penting untuk
memastikan  keberlanjutan sektor perkebunan
kelapa sawit Indonesia, meningkatkan daya saing
produk kelapa sawit, dan mendukung pencapaian
tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan
Layanan Sertifikasi Benih Kelapa Sawit di
Indonesia berkaitan dengan regulasi yang mengatur
proses sertifikasi dan distribusi benih kelapa sawit
yang digunakan untuk perkebunan. Kebijakan ini
bertujuan  untuk  menjamin  kualitas  benih,
keberlanjutan, dan efisiensi dalam industri kelapa
sawit.

Research gap atau celah penelitian yang dapat
dilakukan analisis lebih lanjut adalah; perspektif
atau nilai publik dalam proses pelayanan sertifikasi
benih.

Menurut studi Dwiyanto (2014), dijelaskan bahwa
pelayanan publik terdiri dari berbagai tindakan
yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk
memenuhi kebutuhan pengguna. Orang-orang yang
membutuhkan pelayanan publik adalah pengguna
yang dimaksudkan. Hal ini sesuai dengan pendapat
(Anggara, 2016), yang menyatakan bahwa
pelayanan publik adalah usaha yang dilakukan oleh
seseorang, sekelompok orang, atau institusi tertentu
untuk membantu masyarakat mencapai tujuan
tertentu  dengan memberikan  bantuan dan
kemudahan. Institusi tertinggi yang bertanggung
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jawab untuk menyediakan layanan publik adalah
birokrasi Pemerintah.

Waldo dalam Frederickson et al. (2012)
mengemukakan bahwa unsur administrasi publik

diintegrasikan ke dalam pembangunan sosial
masyarakat. Memang benar, dikatakan bahwa
peradaban memerlukan ciri-ciri esensial
administrasi publik. Weber, Frederickson dkk.

(2012), unsur-unsur administrasi publik mencakup
berbagai kewenangan formal dasar yang harus
dipatuhi, peraturan perundang-undangan Yyang
sengaja dibuat untuk keseragaman penerapan, dan
kapasitas individu, termasuk pembedaan tugas.
Ciri-cirinya meliputi pengelompokan berdasarkan
bidang tertentu, kelompok tertentu, harmonisasi
hierarki, dan rekrutmen berkelanjutan. Penciptaan
aturan dan catatan, pengembangan metode
organisasi yang unik dan spesifik.

Menurut (Astuti, et al 2020) menyatakan bahwa
paradigma administrasi publik telah berubah dari
era  “dikotomi  administratif” menjadi era
“governance”, dan akhirnya lahirlah konsep
“collaborative governance”. mengatakan. Para ahli
sebagian  menyepakati  beberapa  pandangan
mengenai paradigma pembangunan administrasi
publik. Misalnya Nicholas Henry yang beberapa
kali merevisi paradigma administrasi public sejak
tahun 1975, awalnya menyatakan ada empat
paradigma pembangunan, namun akhirnya merevisi
lagi dan menyatakan ada enam paradigma
pembangunan dalam administrasi publik.

Pakar administrasi publik membahas paradigma
yang ada dalam administrasi publik. Ada yang
mengatakan hanya ada tiga paradigma dalam
administrasi publik, ada pula yang mengatakan ada
empat. Namun yang paling terkenal adalah Henry
(2021) yang mengklasifikasikan enam paradigma
administrasi public yaitu Paradigma 1: Politik -
Dikotomi Administrasi 900-1926, Paradigma 2:
Prinsip Administrasi, 1927-1937, Paradigma 3:
Administrasi publik sebagai llmu Politik, 1950-
1970, Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai
Manajemen, 1956-1970, Paradigma 5:
Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik,
1970 sekarang, Paradigma 6: Pemerintahan, 1990—
sekarang.

Seiring  berjalannya  waktu,  perkembangan
paradigma  “governance”  terus  mengalami
penekanan yang berbeda untuk setiap konteks
penerapannya. Beberapa sorotan yang saat ini
sedang dikembangkan meliputi (Astuti et al., 2020)
yaitu 1: Pemerintahan sebagai Pemerintah; 2:
Pemerintahan yang Baik; 3: Pemerintahan sebagai
Pemerintahan yang Cukup Baik; 4: Pemerintahan
Sebagai Sistem Sosial Sibernetik; 5: Pemerintahan
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Kolaboratif; 5: Kemitraan; 6: Pembangunan
Konsensus; 7: Jaringan Kolaboratif dan sebaginya.

Kehidupan  melibatkan ~ perubahan.  Untuk
menghadapi perubahan ini, diperlukan penyesuaian.
Bisa berdampak pada kualitas hidup masyarakat
jika tidak ada penyesuaian. Kondisi ini juga berlaku
untuk organisasi, baik publik maupun swasta.
Organisasi harus tetap dinamis saat menghadapi
perubahan. Banyak contoh adaptasi terhadap
perubahan pasar telah diberikan oleh perusahaan
swasta. Tingkat fleksibilitas organisasi merupakan
kunci kelangsungan hidup organisasi meskipun
menghadapi keinginan pasar (Debi L & Mutiarin D,
2018).

Inovasi didalam dunia bisnis dan pemerintahan, hal

ini  dianggap penting dalam  menghadapi
permasalahan yang masif dan kompleks serta laju
perubahan yang cepat dalam  masyarakat

kontemporer. Inovasi dianggap sebagai cara untuk
memanfaatkan potensi kreatif umat manusia agar
dapat bertahan hidup, maju, dan sejahtera (Gow,
2014). Menurut Rogers, 1995). Rogers menjelaskan
bahwa ide, praktek, maupun objek (berupa produk
atau jasa) yang dapat diterima oleh unit adopsi lain
sebagai sesuatu yang bersifat baru disebut sebagai
inovasi. Selanjutnya, Rogers menjelaskan bahwa
jika sebuah ide terlihat baru bagi seseorang hal itu

disebut dengan inovasi. Kemudian Rogers
menambahkan bahwa aspek kebaruan dalam
inovasi  dapat  dinyatakan  dalam  bentuk

pengetahuan, persuasi maupun keputusan yang
harus dijalankan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa
kesuksesan inovasi adalah  penciptaan dan
implementasi dari proses baru, produk, layanan,
dan metode penyampaian yang menghasilkan
peningkatan efisiensi, efektifitas, dan kualitas yang
signifikan (Albury & Mulgan, 2003).

Pemangku kepentingan atau aktor (helix) dalam
proses layanan sertifikasi benih kelapa sawit di
Provinsi Riau awalnya mencakup Pemerintah
Provinsi, Swasta (perusahaan sumber benih kelapa
sawit), dan konsumen (petani, kelompok tani,
penangkar bibit kelapa sawit, koperasi dan
perusahaan perkebunan). Pola tersebut dalam
perspektif kolaborasi aktor disebut triple helix,
mengingat terdapat tiga pemangku kepentingan
yang melakukan kolaborasi. Setiap aktor (helix)
mempunyai peran masing-masing dalam proses
kolaborasi tersebut.

Pertama, Pemerintah Provinsi Riau berperan
sebagai regulator dan pelaksanaa dalam proses
layanan sertifikasi benih kelapa sawit melalui UPT
Pengawasan dan  Sertifikasi Benih  Dinas
Perkebunan Provinsi Riau. Menetapkan kebijakan
dan regulasi yang relevan untuk melindungi
kepentingan petani dan perusahaan kelapa sawit,



serta memastikan keseimbangan antara keuntungan
dan keadilan sosial. Mempertimbangkan aspek
lingkungan dan keberlanjutan dalam pengambilan
keputusan tentang layanan sertifikasi benih kelapa
sawit. Kedua, perusahaan sumber benih kelapa
sawit berperan sebagai penyedia benih kelapa sawit
yang unggul dan pemilik vareitas yang telah
memiliki surat keputusan (SK) pelepasan varietas
dari  Menteri Pertanian Republik Indonesia.
Memberikan data dan informasi tentang biaya
produksi, kondisi pasar, dan faktor-faktor lain yang
mempengaruhi didalam bisnis benih kelapa sawit
dan proses layanan sertifikasi benih kelapa sawit.
Berpartisipasi aktif dalam proses kolaboratif untuk
menyampaikan pandangan dan kebutuhan industri
terkait layanan sertifikasi benih kelapa sawit.
Memberikan masukan berharga untuk menghadapi
dampak sosial dan lingkungan dari proses layanan
sertifikasi benih kelapa sawit.

Pada tahun 1990-an, teori pembangunan ekonomi
mengusulkan model triple helix, yang terdiri dari
tiga komponen penting: pemerintah memberikan
insentif kepada bisnis, firma, dan korporasi, dan
universitas dan sektor ilmu pengetahuan masuk
(Tonkovi¢ et al., 2015). Dalam model ini, segmen
bisnis berfungsi sebagai lokus produksi, dan
pemerintah berfungsi sebagai sumber komunikasi
antara bisnis dan pemerintah.. Menurut Lewontin
(2000) dan Leydesdorff dan Fritsch (2006) dalam
Calazda (2018) model triple helix (terdiri dari
swasta, publik  dan masyarakat  sipil)
memungkinkan kita untuk mempelajari basis
pengetahuan ekonomi industri kelapa sawit dalam
hal dukungan masyarakat untuk pembangunan
sebuah wilayah.

Social Entrepreneurs
Activists
Bricoleurs
Assemblers

\\/

Academi

Tripel Helix Penta Helix

Gambar 1. Model Triple Helix dan Penta Helix

Model Triple Helix (TH) diusulkan oleh Etzkowitz
dan Leydesdorff (2002) dan menggabungkan
elemen dari universitas, industri, dan pemerintah.
Konsep helix thinking adalah ide awal. Quadruple
Helix (QH) meningkatkan partisipasi komunitas
dalam pengambilan keputusan, menurut model
inovasi TH. Sistem inovasi publik yang terbuka
dapat mengintegrasikan arus pengetahuan dan
inovasi publik dengan model TH awal. Sejauh ini,
riset-riset yang menghasilkan penemuan atau karya
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ilmiah  harus  diproduksi  atau  dilakukan
"infrastruktur pengetahuan" secara umum disebut
(universitas), dan dikembangkan melalui "struktur
pendukung" (biasanya inkubator yang didanai
pajak), terakhir harus didukung oleh "struktur
produksi" (sektor swasta seperti biasa) (Calzada &
Cowie, 2017).

Berbeda dengan strukturalis institusional triple
helix dan quadruple helix, penta helix (PH) adalah
istilah baru karena dalam sistem ini ada elemen
tambahan seperti pengusaha (sosial), aktivis,
praktisi, atau birokrat. Menurut (Calazda, 2018),
sistem ini menekankan peran masyarakat yang aktif
sebagai agen sistemik inovasi sosial. Masyarakat
berfungsi sebagai helix kelima dalam sistem Penta
Helix. Dalam kasus di mana berbagai stakeholder
memiliki kepentingan yang berbeda di satu lokasi,
model penta helix sangat membantu dalam
menangani masalah ini. Suatu kebijakan yang
didukung oleh berbagai sumber daya yang bekerja
sama secara sinergis diharapkan dapat dibuat
melalui kolaborasi dari lima (lima) pemangku
kepentingan ini. Karena kepentingan bisnis
seringkali kompetitif, gagal, dan berani (Astuti et
al., 2020a).

Konsep kebijakan di sektor bisnis kelapa sawit pada
proses Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa
Sawit  (SP2B-KS) melalui  Online  Single
Submission (OSS). Untuk menemukan keterbaruan
(Novelty) penelitian, peneliti melakukan
penelusuran terhadap riset-riset terdahulu melalui
tinjauan literatur sistematis. Peneliti melihat bahwa
perlu adanya peninjauan pada penelitian-penelitian
terdahulu yang menunjukkan perkembangan terkini
karya ilmiah atau state-of-the-art (SOTA) di sektor
sertifikasi benih kelapa sawit untuk para petani
sawit, mengingat adanya research gap yang
dijelaskan di latar belakang. Untuk alasan ini,
peneliti menggunakan analisis bibliometrik untuk
melakukan peninjauan literatur (Mulet-Forteza et
al., 2019; Guan et al., 2019). Analisis bibliometrik
dipandang sebagai metode yang tepat untuk
menekankan temuan kunci literatur jurnal ilmiah
secara sistematis dan bermanfaat untuk menyoroti
state-of-the-art (SOTA) atau pencapaian
pengetahuan di area studi baru-baru ini (Leal et al.,
2019; de Oliveira et al., 2019).

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode campuran sekuensial
eksploratori.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh
(Creswell & Clark 2011), langkah pertama dalam
penelitian adalah pengumpulan dan analisis data
kualitatif. Selanjutnya, fase kuantitatif dibuat
dengan data kualitatif ini yang kemudian
dikumpulkan dan dianalisis. Interpretasi dilakukan
setelah mempertimbangkan hasil dari kedua jenis



data. Dalam semua desain ini, data kualitatif dan
kuantitatif sama-sama digunakan, namun urutan,
prioritas, dan cara mengintegrasikan kedua jenis
data ini berbeda-beda sesuai dengan desain
penelitian yang dipilih.

Proses penciptaan nilai publik dalam kebijakan
layanan sertifikasi benih kelapa sawit di Provinsi
Riau?). Ini mencakup analisis aspek legitimasi dan
dukungan, kapasitas operasional, dan nilai
substantial. Dijawab menggunakan pendekatan
analisis interaktif kualitatif dengan menggunakan
software Nvivo 12 Plus. Pada rumusan penelitian
ini peneliti menjelaskan proses penciptaan nilai
publik berdasarkan aspek legitimasi dan dukungan,
kapasitas operasional, dan nilai substantial dari
kebijakan layanan sertifikasi benih kelapa sawit di
Provinsi Riau.

Tabel 1. Informan Penelitian

Klasifikasi | Jumlah
No Informan
Informan | (orang)
1. | Kepala UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pemerintah 1
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
2. | Perusahaan Sumber Benih Kelapa Sawit di Provinsi Swasta 7
Riau
3. | Produsen Benih (Penangkar Bibit Kelapa Sawit) Swasta 10
4. | Petani Petani 30
5. | Kelompok Tani Petani 30
6. | Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta 10
| Total Informan Penelitian 88

Jenis dan sumber data dalam penelitian dengan
menggunakan data primer dan data sekunder
dengan teknik pengumpulan data yakni kuisioner,
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik
analisa kualitatif menggunakan Nvivo dan analisis
kuantitatif dengan Struktur Equation Modeling
(SEM).

3. Hasil dan Pembahasan

Pada saat ini tanaman kelapa sawit merupakan
komoditi populer di sektor industri yang sangat
krusial dan Indonesia merupakan salah satu negara
produsen terbesar di dunia pada sektor sawit
(Isharyadi et al., 2022). Berdasarkan statistik
perkebunan unggulan nasional di Indonesia,
komoditi sawit merupakan sektor komoditi
perkebunan unggulan (primer), dimana luas areal
dan produksi nya dapat dilihat pada gambar berikut
ini:
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Gambar 2. Luas Areal Perkebunan Sawit di Indonesia

Pada gambar diatas terlihat bahwa dari rentang
tahun 2016-2022 total luas areal perkebunan kelapa
sawit di Indonesia yang dimiliki oleh Perkebunan
Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), dan
Perusahaan Besar Sawit (PBS) terus mengalami
peningkatan, dimana pada tahun 2022 luas areal
kelapa sawit di Indonesia sebesar 15.380.981 (lima
belas juta hektar) dan menunjukan adanya potensi
yang besar untuk terus dikembangkan dalam upaya
meningkatkan perekonomian masyarakat secara
berkelanjutan. Kemudian, produksi perkebunan
kelapa sawit di Indonesia dapat dilihat pada gambar
berikut ini:
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Pada gambar diatas terlihat bahwa produksi
perkebunan kelapa sawit dihasilkan oleh berbagai
klasifikasi perkebunan yang meliputi Perkebunan
Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), dan
Perusahaan Besar Sawit (PBS). Pada tahun 2016-
2019, produksi perkebunan kelapa sawit terus
mengalami peningkatan di Indonesia. Kemudian,
sedikit mengalami penurunan pada rentang tahun
2019-2020 dimana fenomena Covid-19 saat itu
sedikit mempengaruhi proses produktivitasnya.
Namun, dalam rentang waktu tahun 2020-2022
jumlah total produktivitas kembali mengalami
peningkatan, dimana pada tahun 2022 jumlah
produksi berkisar pada 48.235.405 (empat puluh
delapan juta ton). Jumlah produksi sawit pada tahun
2022 pada prosesnya lebih tinggi (dominan) jika
dibandingkan pada tahun produksi sawit sebelum
adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dalam prosesnya, Konsumen (Petani, Kelompok
Tani, KUD, Penangkar benih kelapa sawit dan
Perusahaan Perkebunan) melakukan kegiatan
pembelian kecambah kelapa sawit dimasing-masing
produsen/sumber benih yang dituju. Sumber benih
yang telah menerima data pembelian kecambah
kelapa sawit dari konsumen selanjutnya akan
mengajukan permohonan kepada UPT. Pengawasan
dan  Sertifikasi  Benih  Perkebunan  Dinas
Perkebunan Provinsi untuk dilaksanakannya proses
sertifikasi. Hasil sertifikasi yang telah dinyatakan
lulus berbentuk dokumen Surat Keterangan Hasil
Pemeriksaan Kecambah Kelapa Sawit (SKHPKKS)



selanjutnya diserahkan oleh UPT. Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan
Provinsi kepada produsen/sumber benih sedangkan
yang tidak lulus dokumen awal akan dikembalikan
ke sumber benih terkait.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau melalui Unit
Pengawasan dan  Sertifikasi Benih  Dinas
Perkebunan mengawasi operasional kebijakan
layanan sertifikasi benih kelapa sawit, dimana
tujuannya adalah untuk menjamin mutu dan
ketersediaan benih kelapa sawit di Provinsi Riau.
Model konseptual pada penelitian ini diawali
dengan dikeluarkan Peraturan Gubernur Riau
Nomor 47 Tahun 2020 tentang pembentukan Unit
Pelaksanaan Teknis pada Dinas Perkebunan
Provinsi Riau. UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Kepala Dinas dibidang
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.
Penyelenggaraan, perencanaan dan pelaksanaan
tugas pada subbagian tata usaha, seksi pengawasan
dan peredaran, dan seksi pengujian mutu dan
sertifikasi benih. UPT Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau memiliki
tugas pokok dan fungsi didalam proses sertifikasi
benih kecambah kelapa sawit pada Sumber Benih
Kelapa Sawit di Provinsi Riau.

Kemudian, beberapa landasan hukum utama yang
mengatur kebijakan layanan sertifikasi benih kelapa
sawit adalah: Keputusan Menteri Pertanian
(Kepmentan)  Nomor  26/Kpts/KB.020/05/2021
tahun 2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi,
Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa
Sawit, Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun
2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis,
dan Standar Pelayanan Minimal UPT Pengawasan
dan  Sertifikasi  Benih  Perkebunan  Dinas
Perkebunan dan Peraturan Gubernur Riau Nomor
43 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan pada UPT
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
Dinas Perkebunan.

3.1. Proses Penciptaan Nilai Publik dalam

Kebijakan Layanan Sertifikasi Benih
Kelapa Sawit di Provinsi Riau.
Pada hakikatnya, penciptaan nilai  publik

divisualisasikan pada pendekatan organisasi yang
dikenal sebagai Trilogi Strategis (segitiga strategis)
yang dipopulerkan oleh Moore (1995). Lebih jauh,
penciptaan nilai publik didasarkan pada asumsi
bahwa nilai publik dapat dicapai ketika proses
pengambilan keputusan didasarkan pada hubungan
yang erat antara dimensi kelembagaan, politik, dan
perusahaan yang memastikan komitmen bersama di
antara pihak-pihak terkait yang bekerja sama untuk
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mencapai tujuan Kkolektif. Konsep "creating public
value" dengan trilogi strategi yang dibangun atas
suatu konsepsi akan penciptaan nilai publik melalui
aktivitas organisasi  publik untuk mendapat
legitimasi dan dukungan secara politik (politically
legitimate), organisasi dikelola secara efektif
berdasarkan kapasitas operasional (operational
capacity) yang memadai, dan pemberian layanan
yang secara  substantial  sangat  bernilai
(substantively valuable).

Secara fundamental, tujuan sertifikasi benih kelapa
sawit adalah untuk memberikan kepastian kepada
masyarakat tentang keabsahan benih kelapa sawit.
Hal ini dikarenakan benih merupakan komponen
pertama dan terpenting dalam keberhasilan usaha
perkebunan sawit. Sehingga, upaya pencegahan
terhadap merebaknya benih kelapa sawit palsu
(tidak bersertifikat) yang semakin marak di
masyarakat menjadi salah satu alasan pentingnya
kebijakan layanan sertifikasi benih kelapa sawit.
Berdasarkan hasil analisis group query ditemukan
hasil bahwa setiap pemangku kepentingan (aktor)
memiliki berbagai persepsi pada proses penciptaan
nilai publik dalam kebijakan layanan sertifikasi
benih kelapa sawit di Provinsi Riau seperti yang
terlihat pada gambar berikut ini:

Group Query

UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Disbud Risu _—

Gambar 4. Nilai Publik dalam Kebijakan Layanan Sertifikasi
Benih Sawit.

Hasil visualisasi diatas diperoleh dari hasil
wawancara bersama informan penelitian yang
kemudian diklasifikasi dan diolah secara sistematis
untuk dilakukan pengkodingan melalui fitur analisis
group query menggunakan Nvivo 12 Plus. Dalam
prosesnya, fitur ini telah memungkinkan peneliti
untuk mengorganisir dan mereduksi data kedalam
kategori-kategori yang relevan dari nodes (konsep)
dan cases (informan) yang telah ditentukan
sebelumnya,  sehingga  membantu  peneliti
memvisualisasikan kerangka kerja yang terstruktur
dan bermakna pada pola-pola tertentu.

Persepsi masing-masing pemangku kepentingan
(informan) digambarkan pada setiap garis dan
simpul yang terhubung. Kemudian, untuk setiap
elemen yang ada, terdapat arah panah yang
menunjukkan  gagasan  dari  masing-masing



informan yang meyakini nilai publik dalam
kebijakan layanan benih kelapa sawit di Provinsi
Riau terdiri dari aspek legitimasi dan dukungan,
kapasitas operasional dan nilai substantial. Setiap
aspek tersebut memiliki tingkat urgensi yang relatif
sama, namun dipersepsikan memiliki peranan yang
berbeda oleh tiap-tiap aktor dalam konteks
kebijakan layanan sertifikasi benih kelapa sawit di
Provinsi Riau. Studi oleh McNaught. (2024),
menjelaskan bahwa setiap aktor yang terlibat dalam
kebijakan layanan publik akan memiliki koneksi
dan kekuatan yang berbeda-beda satu sama lain,
dimana aktor yang memiliki koneksi yang kuat
mampu menentukan strategi untuk meningkatkan
tata kelola pelayanan publik dan
mengimplementasikan prosesnya di setiap level.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara pada tiap-
tiap aktor yang telah dianalisis melalui fitur
crosstab query ditemukan hasil bahwa proses
penciptaan nilai publik dalam kebijakan layanan
benih kelapa sawit di Provinsi Riau memiliki
persentase yang relatif berbeda pada setiap
dimensinya, yaitu:

Crosstab Query-Nilai Publik

32,43%

m Legitimasi & Dukungan = Nilai Substantial = Kapasitas Operasional

Gambar 5. Persepsi Nilai Publik Kebijakan Layanan Sertifikasi
Benih Sawit

Pada gambar diatas terlihat bahwa proses
penciptaan nilai publik dalam kebijakan layanan
sertifikasi benih kelapa sawit di Provinsi Riau
didominasi oleh dimensi legitimasi dan dukungan
(43,24%), diikuti oleh dimensi nilai substantial
(32,43%), dan dimensi kapasitas operasional
(24,33%). Hasil visualisasi diperoleh dari hasil
wawancara bersama informan penelitian yang
kemudian diklasifikasi dan diolah secara sistematis
untuk dilakukan pengkodingan melalui fitur analisis
crosstab query menggunakan Nvivo 12 Plus. Dalam
prosesnya, fitur ini telah memungkinkan peneliti
untuk mengorganisir data berdasarkan perspektif
informan (cases) yang dikodekan berdasarkan
persentase (%) kedalam dimensi-dimensi yang
relevan dari konsep (nodes) yang telah ditentukan
sebelumnya, sehingga dapat memvisualisasikan
persepsi  informan  berdasarkan  penjelasan-
penjelasan yang bermakna dan relevan dengan
konteks penelitian.
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Jika ditelusuri lebih detail, setiap informan
mengkonfirmasi bahwa pada dimensi legitimasi dan
dukungan (43,24%) dalam kebijakan layanan
sertifikasi benih kelapa sawit di Provinsi Riau
dinilai sebagai dimensi yang dominan disoroti
karena masih memiliki berbagai isu permasalahan
yang kompleks seperti kepercayaan, tingkat
penerimaan dan komitmen berbagai aktor terhadap
kebijakan publik yang sedang dilaksanakan.

Secara lebih spesifik, point-point krusial pada
penjelasan-penjelasan informan berdasarkan hasil
wawancara diatas dapat dilihat pada gambar berikut
ini:

UPT. Pengawasan Sosialisasi dleh
don Setillasi o ednish d.;egr;:grfas.h
Benih Disbun Riau ,\ terbatas
ji=] - \\ /
Perusahaan odes Chi /
umber Benih  Swasta (1)%_ N :
Kelapa Sawit Riau N N / Petars belum
Oom des / __» sepenuhnya
~ percaya pada
\5 A _~Chitd benih sawit
E ) SESCOT e bersertifikat
gcr&ts:haan Swasta (2) e
erkebunan P <
Kelapa Sawit Riau o e
Codes X
~ / . Child
o / o
mm @ -
/‘"“‘ / N Petani belum
Petani Riau  Petani (1) / N merasa dilibatkan
/ N dan Pemerintah
R | Chilg janggap masi
\\ terlalu birokratis
Kelompok Tani  Petan (2) / N
Riau
i Benih palsu (ilegal)
Produsen Benih  Swasta (3) sulit dibedakan dari
Sawit Riau benih yang resmi
(legal)
Gambar 6. Perspektif Informan pada Permasalahan Legitimasi

dan Dukungan dalam Kebijakan Layanan Sertifikasi Benih
Kelapa Sawit.

Secara eksplisit, penekanan pada dimensi legitimasi
dan dukungan yang dipaparkan oleh informan
diatas telah mencerminkan bahwa tanpa legitimasi
yang kuat dan dukungan yang luas dari para
pemangku kepentingan, suatu kebijakan akan sulit
diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan
karena belum mampu menciptakan nilai-nilai
publik yang ideal. Hal ini dikarenakan masih
adanya permasalahan yang perlu ditangani seperti:
Petani belum sepenuhnya percaya pada benih sawit
bersertifikat, Sosialisasi dianggap masih terbatas,
Benih palsu (ilegal) sulit dibedakan dari benih yang
resmi (legal), dan Petani belum merasa dilibatkan
sementara Pemerintah dianggap masih terlalu
birokratis terhadap kebijakan layanan sertifikasi
benih kelapa sawit di Provinsi Riau.

Kemudian pada dimensi nilai substantial (32,43%),
informan menyatakan bahwa dalam prosesnya,
perusahaan sumber benih sawit dan produsen
(penangkar) benih sawit di Provinsi Riau selalu
menyadari bahwa eksistensi mereka adalah untuk
membantu petani sawit dalam meningkatkan
produktivitas tanpa harus memperluas lahannya
secara ilegal, namun dilematis yang terjadi pada
aspek ini berhubungan dengan masih terdapatnya



permasalahan pada efektivitas proses dan efisiensi
biaya dan waktu sertifikasi benih sawit, kesesuaian
layanan dengan kebutuhan produsen (penangkar)
dan konsumen (petani) sawit, serta urgensi
keberpihakan pada produsen benih sawit (legal)
dalam peredaran benih sawit bermutu.

Proses penciptaan nilai publik dalam kebijakan
layanan sertifikasi benih kelapa sawit di Provinsi
Riau seharusnya memberikan insentif biaya,
dukungan, dan kemudahan bagi petani Riau. Agar
dapat memberikan layanan yang sesuai dengan
tuntutan nyata produsen dan konsumenkelapa sawit,
pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi
Riau diyakini masih perlu meningkatkan sumber
daya manusianya (SDM) secara berkelanjutan.
Kebijakan layanan sertifikasi benih kelapa sawit di
Provinsi Riau dianggap hanya akan berjalan secara
normatif dan belum substantif jika tidak didukung
kompetensi (kapasitas) operasional yang memadai.

Kemudian, berdasarkan analisis word cloud pada
hasil wawancara yang relevan dengan kata yang
mendukung proses penciptaan nilai publik dalam
kebijakan layanan sertifikasi benih kelapa sawit di
Provinsi Riau telah merepresentasikan kata-kata
yang paling sering muncul dalam narasi yang
berkaitan pada nilai publik dalam kebijakan layanan
sertifikasi benih dengan ukuran kata mencerminkan
frekuensi atau dominasi tematik. Beberapa kata
dominan yang diucapkan oleh informan vyaitu:
“benih”, “sawit”, “sertifikasi”, “pengawasan”, dan
“kepmentan”. Secara detail, kata (narasi) “benih”,
“sawit” dan “sertifikasi” menjadi kata yang paling
dominan diucapkan karena berkaitan dengan
pemaknaan pada konteks nilai publik dalam
kebijakan layanan yang idealnya harus menjawab
kebutuhan masyarakat akan benih berkualitas untuk
menjamin hasil produksi sawit yang berkelanjutan,
produktif, dan legal. Dalam hal ini, nilai publik
akan tercipta ketika pemerintah dapat menjamin
adanya akses yang setara terhadap benih sawit
unggul tersertifikasi terhadap petani, penangkar
benih dan perusahaan sektor benih sawit dengan
berbasis pada elemen nilai publik seperti legitimasi,
substansi manfaat, dan kapasitas operasional yang
saling mempengaruhi dalam realisasi kebijakan.
Selain itu, kata “pengawasan” dan “kepmentan”

menegaskan bahwa implementasi pengawasan
dalam kebijakan sertifikasi benih sawit telah
menunjukkan  bahwa  kapasitas  operasional

pelaksana (UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Disbun Riau) di lapangan masih menjadi sorotan
oleh petani lokal. Kemudian, adanya rujukan yang
berbasis pada Kepmentan 26 Tahun 2021 dan
regulasi  lokal  sebagai  pedoman  teknis
menunjukkan bahwa kebijakan layanan sertifikasi
benih dianggap sudah memiliki kerangka hukum
yang jelas, namun banyaknya kata seputar dokumen
administrasi dan surat menyurat yang perlu
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disiapkan secara komplit telah mencerminkan
kompleksitas prosedur yang memicu terjadinya
pengurangan kepercayaan bagi petani sawit kepada
pemerintah terkait.
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Gambar 7. Intensitas Teks yang Dominan dalam Proses
Penciptaan Nilai Publik pada Kebijakan Layanan Sertifikasi
Benih Kelapa Sawit.

Secara substantial, berdasarkan pemaparan pada
konteks nilai publik dalam kebijakan layanan dapat
diketahui bahwa kebijakan sertifikasi benih kelapa
sawit di Provinsi Riau telah berupaya memenuhi
elemen-elemen nilai publik secara normatif, namun
masih menghadapi tantangan secara substantif pada
aspek struktural dan implementatif seperti: asimetri
informasi antara petani dan regulator (pemerintah),
rendahnya kepercayaan terhadap proses layanan
publik benih kelapa sawit, distribusi benih kelapa
sawit yang belum inklusif, serta kemampuan
organisasi yang masih memerlukan penguatan yang
tepat baik dari segi sumber daya manusia maupun
layanan digital.

4. Kesimpulan

Dari penelitian ini maka penulis dapat menguraikan

beberapa kesimpulan diantaranya:

a. Proses produksi benih kelapa sawit yang
dilakukan oleh produsen, dengan tahap
penyerbukan (polinasi) menjadi yang paling
krusial karena menentukan keberhasilan
produksi benih kelapa sawit.

b. Proses pembibitan harus mematuhi standar
kompetensi yang telah ditetapkan untuk
standar proses pembesaran benih dan
pembibitan (pembesaran). Dengan demikian
diharapkan proses produksi, khususnya di
tingkat pembibitan, akan menjadi lebih
seragam.

c. Proses sertifikasi memerlukan akreditasi dari
organisasi yang bertanggung jawab dan tidak
memihak bagi pihak yang berwenang untuk
mensertifikasi benih kelapa sawit.

d.  Sertifikasi profesi diperlukan  untuk
meningkatkan proses pengawasan,



kompetensi, dan jumlah pengawas benih
tanaman, khususnya benih kelapa sawit di
setiap daerah. Selain itu, diperlukan metode
pengawasan yang lebih efektif untuk
mencegah masuknya benih ilegal ke pasaran.
e. Pemahaman petani tentang pentingnya
mengadopsi benih kelapa sawit yang lebih
baik (bersertifikat), terutama di perkebunan

rakyat perlu ditingkatkan. Kelima poin
penting ini kemudian dapat digunakan untuk
menetapkan standar nasional guna

memastikan benih kelapa sawit yang lebih
baik (berkualitas) guna mencapai tujuan
pemerintah untuk meningkatkan produktivitas
perkebunan kelapa sawit Indonesia.
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